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bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Deli Serdang telah menyempurnakan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera
Utara Nomor : 188.44/601/KPTS/Tahun 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.



Pasal 18 ayat (6)Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
S8Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang —
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
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18.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendari 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 06 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
dan
BUPATI DELI SERDANG



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah 1 ........cooiiiiiii e Rp. 3.241.872.674.803,00
2. Belanja Daerah @ ... e Rp. 3.384.048.577.213,08
N8 16 E I A (e [ ST 1 PPN (Rp. 142.175.902.410,08)
3. Pembiayaan Daerah :
A.PENETrIMAaAN ..ot e Rp. 156.663.304.049,08
D PENGEIUATAT «.ouinitiii e Rp. 14.487.401.639,00
C.PemMbIayaan NETLO ..o e e ettt ettt ane Rp. 142.175.902.410,08
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaamn ..........cocooiiiiiiiiiiiiiiiinr e Rp. 0,00
Pasal 2

1.Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Pendapatan Asli Daerah SeJumlah ..o Rp. 649.175.754.000,00
b.Dana Perimbangan sejumlah ... e Rp.2.046.577.047.440,00
c.Lain-lain Pendapatan Yang Sah sejumlah ... e Rp. 546.119873.363,00
2.Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a.Pajak Daerah SeJUmIaly ..o e Rp. 487.186.468.000,00
b.Retribusi Daerah sejumlal ... ... e Rp. 98.489.286.000,00
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah.............c.oooiiii, Rp. 18.000.000.000,00
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah ... Rp. 45.500.000.000,00



3.Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah ... Rp. 66.636.546.040,00
b.Dana Alokasi Umum SeJUMIah ... e Rp.1.494.821.153.000,00
c.Dana Alokasi Khusus Sejumlah ... Rp. 485.119.873.363,00

4.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

A PenNdapatan HibDa. . ..o e ettt ee e e aaaan Rp. 1.700.840.600,00

b.Dana Bagi Hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya........c.cocoviiiiiiiiiiiiiiiinnnnn.. Rp. 263.743.966.763,00

c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah ... Rp. 272.774.758.000,00

d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah ............................... Rp. 7.900.308.000,00
Pasal 3

1.Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a.Belanja Tidak Langsung SEJUIMIA ......cooouiiiiiti i et Rp.1.946.916.857.747,00
b.Belanja Langsung SEJUIMILAN ... e e e Rp.1.437.131.719.466,08

2.Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a.Belanja pegawai SEJUIMIAN ... e Rp.1.530.615.476.196,00
b.Belanja hibah SEJUMIAN ... e Rp. 11.004.200.000,00
c.Belanja bantuan sosial sejumlah ... ... e Rp. 0,00
d.Belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Desa sejumlah ... Rp. 162.513.055.962,00
e.Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sejumlah ................oo Rp. 240.284.125.589,00
f.Belanja tidak terduga Sejumlah ... ..o e Rp. 2.500.000.000,00

3.Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.Belanja Pegawai Sejumlah ... e Rp. 45.924.870.500,00
b.Belanja barang dan jasa SEJUIMLah ... e Rp. 698.396.871.949,08
c.Belanja modal sejumlah ... e Rp. 692.809.977.017,00



Pasal 4

1.Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Penerimaan sejumlah

..................................................................................................................... Rp. 156.663.304.049,08

b.Pengeluaran sejumlahl ... ..o e Rp. 14.487.401.639,00

2.Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah

................................. Rp. 156.663.304.049,08

3.Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah ... Rp. 14.487.401.639,00

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

AR e

7.

8.

9.

Lampiran I Ringkasan APBD;

Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;

Lampiran [Ila Ringkasan APBD Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah ;

Lampiran [Ib Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;

Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisassi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,;
Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran Iva Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja
dan Jenis Pengeluaran;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

10.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);

11.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

12.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;

13.Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam

Tahun Anggaran ini;



14.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
15.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan Lebihlanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan P.APBD Tahun Anggaran 2016, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 20 Oktober 2016

BUPATI DELI SERDANG

ASHARI TAMBUNAN



Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. ASRIN NAIM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570827 198110 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2015 NOMOR



